


LPN Hulu Migas

Kontraktor yang bertindak sebagai Operator maupun Partner dalam
suatu Wilayah Kerja, dalam melaksanakan Kontrak Kerja Sama, wajib
menyusun laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu
minyak bumi dan/atau gas bumi di Wilayah Kerja yang bersangkutan

Pasal 27 PER-11/PJ/2025

dhaniswara86

Laporan tersebut memuat data:
a. jumlah dasar pengenaan pajak;
b. jumlah pajak yang terutang dan/atau jumlah pajak dibayar;
c. Lifting minyak bumi dan/atau gas bumi;
d. equity to be split;
e. bagian negara; dan
f. data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.



Pasal 27 PER-11/PJ/2025

dhaniswara86

≤ 2024 ≥ 2025



Pasal 27 PER-11/PJ/2025

dhaniswara86

≤ 2024 ≥ 2025



Pasal 27 PER-11/PJ/2025

dhaniswara86

≤ 2024 ≥ 2025



Bea Meterai



SPT Masa Bea Meterai

Sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan

pemungutan Bea Meterai yang terutang atas
Dokumen tertentu dari pihak yang terutang

penyetoran Bea Meterai ke kas negara

penerbitan Dokumen yang mendapat fasilitas
pembebasan dari pengenaan Bea Meterai.
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SPT Masa Bea Meterai

a. Induk SPT Masa Bea Meterai; dan
b. lampiran Surat Pemberitahuan Masa Bea Meterai yang 

terdiri atas:
1. Formulir L1 - Daftar Pemungutan Menggunakan

Meterai Percetakan;
2. Formulir L2 - Daftar Pemungutan Menggunakan

Meterai Elektronik;
3. Formulir L3 - Daftar Dokumen yang Tidak Dapat 

Dibubuhi Meterai Elektronik; dan
4. Formulir L4 - Daftar Dokumen yang Mendapat

Fasilitas Pembebasan dari Pengenaan Bea Meterai.
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Berbentuk elektronik



SPT Masa Bea Meterai
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SPT Masa Bea Meterai Memuat data mengenai:
a. jumlah Dokumen dan Bea Meterai yang dipungut serta

jumlah Dokumen dan Bea Meterai yang dibebaskan,
berdasarkan objek Bea Meterai;

b. jumlah Dokumen dan Bea Meterai yang dipungut
berdasarkan cara pemungutan;

c. jumlah penyetoran Bea Meterai; dan
d. data lainnya yang terkait dengan pemungutan Bea

Meterai.


